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Abstrak

Anggaran untuk hasil, adalah spesies baru dalam teori anggaran untk Publik.
Publik umumnya selalu bertanya, kemana uang pajak yang dibayarkan oleh
publik? Apa hasil yang dapat di berikan oleh pemerintah ? dalam ontek
pemerintah ppertanyaan etisnya adalah apa yang harus di pertimbangkan
dalam mengalokasikan X dolar untuk kegiatan A dan bukan untikkegiatan
B? Orientasi angaran publik yang berbasis hasil adalah jawabanya.
Outcome atau hasil adalah dampak yang di timbukkan akibat berfungsinya
utput. Model anggaran berbasis hasil yang di terapkan di AS dapat
meningkatkan akuntabilitas yang meliputi transparansi dan komunikasi
kepada masyarkaat (princile) dalam teori principle-agency. Di Indonesia
kita mengenal anggaran berbasia kinerja (performance based budgeting).

Kata kunci : Budgeting, outcome

Konsep Budgeting For Outcome (angaran yang berorientasi pada hasil) adalah suatu
gagasan yang sangat baik dan direkomendasikan untuk dibaca oleh para mahasiswa juga para
dan aparat birokrasi alam melaksanakan program pembangunan. Penulis Lawrence L. Martin
menyajikan konseep tentang tentang anggaran yang berbasis hasil dan juga dilengkapi dengan
contoh kasus penggunaan konsep pada tiga negara Bagian di AS. Dengan memahami Bab 13
Buku Budget Theory in The Public Sector, pembaca akan memahami tentang perbedaan
antara anggaran berbassi kinerja (performance based bdgeting) dengan anggaran yang
berorisntasi pada hasil (Budgeting for Outcome) serta pendekatan dasar dalam Budgeting for
Outcome System.

Penulis mengawali Bab 13 dnegan pertanyaan klasik dari Valdimer orlando Key (
V.0. Key. (1940), Bagaimana seharusnya seseorang memutuskan untuk
mengalokasikan X dolar untuk aktivitas A bukan aktivitas B? Selanjutnya penulis
menyajikan menyajikan posisi teori outcome budgeting dalam administrasi publik. Diawali
dengan defenisi budgeting for outcome yang kemukakan oleh para ahli. Meskipun defenisi
otcome budgeting sudah diperkenalkan sejak lama oleh para sarjana. namun lebih spesifik
penulis menyajikan defeisi kerja yang perkenalkan David Osborne dan Ted Gaebler, dalam
buku berpengaruh Reinventing government,: "sebuah sistem anggaran yang berfokus pada
hasil dari kegiatan yang didanai" (Osborne dan Gaebler, 1992:161).

Sebelumnya defenisi budgeting for outcome sudah ada dalam dalam beberapa buku
teks 1990, yaitu merancang & mengelola program: sebuah pendekatan berbasis efektivitas,
para penulis membuat referensi khusus untuk anggaran hasil dan menggambarkannya sebagai
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perluasan program penganggaran (alokasi biaya organisasi untuk utama Program) dan
menghubungkan tujuan dan sasaran hasil ke program tersebut untuk memperoleh biaya unit
per hasil .

Defenisi tersebut menunjukkan bawa konsep tentang Budgeting for outcome
berorientasi pada akuntabilitas yang meliputi transparansi dan komunikasi eksternal. Banyak
sarjana menyampaikan bahwa akuntabilitas adalah konsep inti dalam administrasi publik
(Behn, 2002; Bovens, 2006; Dubnick, 2002; Koppell, 2005; Mulgan, 2000; Pollitt &
Bouckaert, 2004; Rich, 2013).

Konsep akuntabilitas , transparansi berati bahwa pemerintah yang terbuka dan terlihat
mungkin untuk pemangku kepentingan (misalnya, pejabat terpilih, warga negara, kelompok
kepentingan dan lain-lain). Konsep komunikasi berarti bahwa pemerintah harus memberikan
informasi tentang program, hasil, dan biaya petugas dan dalam bahasa yang dapat dimengerti
oleh para pemangku kepentingan. Transparansi dan komunikasi tidak terpisahkan dari konsep
akuntabilitas. Penekanan pada transparansi dan komunikasi sebagai suatu aspek akuntabilitas
juga dapat ditemukan pada standar baru untuk akuntansi dan pelaporan pemerintah. Di
Indonesia namanya adalah LAKIP/SAKIP yang telah di tetapan dengan PermenPAN-RB No.
53 tahun 2014.

Pada bagian selanjutnya penulis membandingkan sistem outcome budgeting system
dan performace based budgeting (anggaran berbasis kinerja). Outcome budgeting system
berorientasi pada hasil, sedangkan performance budgeting system beroerintasi ada output.
Outcome adalah dampak dari berfungsinya output, dengan kata lain, jika output berfungsi
dengan baik, maka akan memberikan dampak / hasil (outcome) yang maksimal. Performance
budgeting system melihat kinerja, membandingkan output dengan input. Kinerja ynang baik,
kalau output besar dengan input yang minimal.
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Kerangka Konsep outcome Budgeting

Penulis menyajikan ada dua pendekatan dasar dalam kerangka konseptual budgeting
for outcome, yaitu pendekatan dasar yang dan unit analisis. Pendekatan dasar terdiri ada dua
jenis, yaitu link dan purcase. Pendekatan Link dimaksudkan bahwa program atau kegiatan
yang di susun stakeholder harus link atau terhubung atau terkoneksi dengan outcome yang
telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, para stakehlder mudah untuk menetukan kegiatan
spesifik untuk mencapai outcome yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekataan purchase,
maksudnya adalah tim perencana “membeli” program atau kegiatan (dari proposal kegiatan
yang di susun) yang dinilai mempunai prioritas tinggi dalam upaya untuk mencapai outcome
yang telah ditetapkan.

Unit analsisi dalam sistem budgeting for outcome , dapat di lakukan pada tiga level,
yaitu, level program, level organisasi dan level negara (provinsi/daerah/komunitas). Pada
level program, analsisi difokuskan pada apakah kegiatan progam terkoneksi /tehubung dengan
target outcome yang ditetapkan. Bisanya menggeunakan standar akuntasi untuk menilainya
dan relatif lebih mudah. Analsisi pada level organisasi berorientasi pada capain program yang
mendukung misi organisasi untuk mencapai outcome. Analsisi pada tingkat
negara/komunitas/daerah adalah pada indikator sosial, seperti kemiskinan, penganguran,
kesehatan, kriminal, dll. Analisis pada level in relatif lebih sulit, dan waktuya cukup lama.

Pada bagian akhir penulis menyanjikan tiga contoh pengganaan konsep budgeting for
outcome pada tiga negara bagian di AS, Arizona, Texas dan Florida. ketiganya masing masing
mewakili penerapan konsep budgeting for outcome dnegan pendekatan yang berbeda-beda.
Dalam cotoh tersebut penulis menyampaikan bahwa setiap pendekatan yang digunakan oleh
setiap negara baigan di tetapkan dengan peraturan pemerintah sebagai bentuk legalitasnya.

A. Negara Arizona
Di negara baian Arizona outcome bdgeting mennggunakan linking approach beroperasi
pada level program/ atau level pelayanan.
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B. Negara bagian Texax
Pendekatan yang di gunakan adalah linking approach yang beroperasi pada dua
levelyaitu level program / layanan dan agency/organizational level.
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C. Negara bagian Florida
Pendekatan yang digunakan adalah gabungan linking approach beroperasi pada level
program/layanan dan purchase approach pada level operating at the agency/
organizational level.
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Simpulan :

1. Fokus dari Outcome budgeting adalah pada hasil, tujuan transparansi dan komunikasi, dan
khalayak target eksternal, penganggaran hasil layak untuk diakui sebagai spesies baru
dari penganggaran publik.

2. Ada dua pendekatan dasar dalam Outcome budgeting Link approach dan pendekatan
purchasing approach).

3. Analissi dapat dilakukan pada (tingkat program/layanan, badan/tingkat organisasi, dan
masyarakat/tingkat negara/daerah).

4. Tiga contoh kasus yang dibahas dalam bab ini memberikan contoh:

a. pendekatan yang beroperasi pada tingkat layanan program (Arizona),

b. pendekatan yang beroperasi pada program/layanan dan badan/tingkat organisasi
(Texas),

c. campuran dari pendekatan menghubungkan beroperasi pada program/layanan sambil
meletakkan dasar untuk pindah ke pendekatan pembelian yang beroperasi di
badan/tingkat organisasi (Florida).

5. Di Indonesia namanya adalah Performance Based Budgeting atau anggaran berbasis
kinerja, kinerja program, kinerja outut dan kinerja hasil. Tujuan dari sistem anggaran
berbasis kinerja adlaah pada akuntabilitas penggunaan anggaran. Akuntabilitas yang
merupakan inti dari administrasi dalam birokrasi bertujuan utuk transparasi dan
komunikasi kepada masyarakat. Yang dalam teori agen-principle adalah akuntabilitas
kepada principle pemerintah (eksecutive/birokrasi) adalah agedn dari legislator. Dan

sebaliknya dalam posisi politik, masyarksat adalah principle dan legislator aalah agent.
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